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KERANGKA TEORI

A. Teori Restorative Justice

Teori restorative justive merupakan salah satu teori dalam hukum untuk
menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang
yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan
Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara
pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan
dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban
tidak merasakan kepausan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat
diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal
tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan
perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif
tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan
pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban
tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus.
Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi

keadilan bagi mereka yang berperkara.'

! Mansyur Kartayasa, “Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi”
makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme.
Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-
59,25 April 2012, hlm. 1-2.
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Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus
pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam
perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pemidanaan baru
yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua
pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu
perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya
memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka
diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam
penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya

diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.

B. Teori Hukum Progresif

Teori hukum digagas dan dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo.
Menurut Satjipto Rahardjo, hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk
hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai
ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Suatu faham
yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan
cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh Sang Kholiq. Sehingga
hukum tidak memutus maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup.

Pandangan bahwa manusia sebagai pemimpin di muka bumi menjadi
pijakan bahwa Tuhan sangat memuliakan ciptaan-Nya dengan kemuliaan dan
hormat. Sehingga hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan

dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang. Hukum progresif

> Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,

Semarang, 1995, him. 81
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memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan
sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Sehingga tidak lagi
mendasar bahwa wanita dan anak adalah subyek hukum yang paling lemah.

Menurut Satjipto Rahardjo, “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan
mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat
manusia bahagia®’ Pandangan ini menempatkan hukum sebagai alat untuk
mewujudkan kepentingan manusia. Hukum hanyalah sebagai “alat” untuk
mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena
itu, dalam doktrin teori hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia,
melainkan hukum hanyalah alat.

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai
institusi yang telah final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa
institusi hukum adalah dalam keadaan menjadi. Hukum bukanlah untuk hukum,
oleh karena itu, hukum proresif meninggalkan paradigma
hukum rechtsdogmatiek. Hukum progresif merangkul beberapa aliran maupun
para filsuf hukum yang sepaham antara lain Nonet dan Selsznick yang berbicara
tentang tipe hukum yang responsive, Legal realism dan
Freirectslehre, Sociological Jurisprudence dari Roscoe Pound dan aliran
Interessenjurisprudencz, Teori-teori Hukum Alam dan Critical Legal

Studies (CLS).

® Satjipto Rahardjo, “Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi
Hukum”, Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum
Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia, AntonyLib, Yogyakarta, 2009,
hlm 52.
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Dalam teori hukum progresif, manusia menjadi inti dan tujuan daripada
hukum. Peranan manusia dalam hukum sangatlah penting, karena hukum pada
dasarnya berpusat pada manusia. Manusia dengan segala kompleksitasnya adalah
pusat dari hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, Ada beberapa faktor yang ada
dalam diri manusia seperti empati, ketulusan, keberanian (compassion, empathy,
sincerety, edication, commitment, dare dan determination). Faktor-faktor tersebut
menjadi motor penggerak dalam menjalankan hukum.

Lebih lanjut disebutkan oleh Satjipto Rahardjo, paradigma hukum
progresif tidak bergerak pada aras legalistik-dogmatis, analitis positivistik, tetapi
lebih pada aras sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh keberadaan
hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi hokum juga bergerak pada
aras non formal. Kemajuan dalam hikim membutuhkan dukungan pencerahan
pemikiran hukum. Hal tersebut dapat dilakukan oleh komunitas akademi yang
progresif.

Menurut Satjipto Raharjo, kekuatan daripada hukum progresif tidak
menepis atau menolak kehadiran hukum positif dalam lapangan hukum, tetapi
selalu gelisah menanyakan “apa yang bisa saya lakukan dengan hukum ini untuk
member keadilan kepada rakyat”. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa dalam
paradigm hukum progresif, hokum tidak hanya menjadi tawanan sistem dan
undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas

hukum.*

C. Penegakan Hukum

* Satjipto Rahardjo, Membedah HukumProgresif, Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm 116.
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Penegakan hukum merupakan salah satu dari mata rantai adanya hukum.
Penegakan hokum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara
rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka
menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat
diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum
pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana
pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan
politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil
perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu
waktu dan untuk masa-masa yang akan datang’.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk
mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi
kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari
penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan
hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai
kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum
yang berlaku.°

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang
menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata
manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi

perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap

> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2002, hal. 109

¢ Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, 1980,
him. 15
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tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan
kedamaian. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada
ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola prilaku. Gangguan
tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan,
yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang
tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Sementara itu, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan
hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun
pada kenyataan cenderung demikian. Bahkan ada kecenderungan untuk
mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan
pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab
pelaksanaan peundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan
justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.”

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan
perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat
terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga
keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan
oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang
meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan
adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem

peradilan pidana.

’ Soerjono Soekanto, Op., Cit., h
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Menurut Mardjono Reksodipuro, penegakan hukum harus diartikan dalam
kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut®:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept)
yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut
ditegakkan tanpa terkecuali.

2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept)
yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan
sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

3. Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang muncul
setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena
keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana,
kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan

kurangnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasaar tahun 1945 bahwa Negara Indonesia
adalah negara hukum (recht staats). Konsekuensi sebagai Negara hokum yaitu
setiap orang yang melakukan hokum harus mempertanggungjawabkan
perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna
bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana
larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu

sebagai pertanggungjawabannya.

& Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan
Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi
Universitas Indonesia, 1997.
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Status negara sebagai negara hukum berimplikasi pada tatanan, dimana
tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-
undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan
tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai
sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang

yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat.

Penegakan hukum Pidana merupakan upaya untuk menerjemahkan dan
mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum
pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut
oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan
melarang apa yang bertentangan dengan hukum (On Recht) dan mengenakan

nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.’

Dalam lapangan hokum pidana, penegakan hukumnya tidak semata-mata
berisi cara dan metode membuat hukum, akan tetapi juga mengenai apa yang
dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi
masalah-masalah dalam penegakan hukum. Dendan demikian, dalam penanganan
permasalahan-permasalahan dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam
masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa

menggunakan hukum pidana).

? Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, him. 60
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